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Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film
Berlangganan Melalui Media Internet

ABSTRAKSI

Film bukanlah hiburan semata melainkan sebuah pranata sosial. Hal tersebut dikarenakan
film dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan pengaruh itu dapat
bersifat positif dan negatif. Maka dari itu perederan film di Indonesia diwajibkan terlebih
dahulu untuk melalui proses penyensoran oleh Lembaga Sensor Film mengingat tidak
hanya orang dewasa yang menonton film.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, film tidak hanya dapat dinikmati melalui televisi
atau bioskop semata. Film kini dapat dinikmati melalui gadget yang sudah terhubung
dengan koneksi internet dengan ikut berlangganan pada layanan film berlangganan
melalui media internet. Namun pada kenyataannya setiap film yang berada pada layanan
tersebut tidak ada satupun yang melalui proses penyensoran.

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yuridis normatif. Melalui
metode ini akan memperlihatkan kesiapan atau penerapan hukum dengan datangnya
teknologi baru ini dan bagaimana fungsi negara di Indonesia terhadap layanan film
berlangganan melalui media internet.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Film merupakan sebuah hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat.
Menonton film dapat membuat penonton keluar dari kehidupan mereka sehari-hari
karena film membawa penonton tenggelam ke kehidupan para karakter-karakter fiksi
dan mengikat penonton secara emosional. Film adalah sebuah karya estetika yang
dapat mempunyai fungsi sebagai alat informasi sekaligus alat penghibur, alat
propaganda, juga alat politik. Film sebagai sarana rekreasi dan edukasi dapat

berperan sebagai penyebarluasan nilai-nilai budaya baru'.

Film sebagai media komunikasi massa memiliki peran yang penting yaitu
sebagai alat untuk menyalurkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat
film?. Pesan dari film dapat membawa dampak positif maupun negatif tergantung dari

bagaimana penonton menerima pesan yang disampaikan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, film tidak hanya dapat dinikmati
melalui bioskop, media televisi, atau diputar melalui media penyimpanan seperti
video home system, digital video disk (selanjutnya akan disebut DVD), dan hard disk
drive. Namun kini masyarakat tidak perlu membeli DVD atau mengunduh film
terlebih dahulu, masyarakat dapat menonton film secara langsung melalui internet
dengan memakai televisi, komputer, laptop, handphone, dan media lainnya yang

terkoneksi dengan internet.

Youtube.com dan vimeo.com adalah contoh situs web yang dimana kini
masyarakat dapat menikmati film-film pendek atau video-video yang tersedia di situs
web tersebut melalui perangkat yang sudah terkoneksi dengan layanan internet. Pada
situs web tersebut, masyarakat dapat menikmati video atau film pendek tanpa

dikenakan biaya apapun.

! Akhlis Suryapati, Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi, ( Jakarta: Panitia hari Film
Nasional ke-60 Direktorat perfilman tahun 2010, 2010) hal.26.

2 Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu
Pengantar, Simbiosa Rekatam Media, Bandung, 2007. Hal.145



Film-film layar lebar, atau serial televisi luar negeri juga dapat diakses melalui
perangkat yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Bedanya untuk film atau
serial televisi ini tidak dapat dinikmati dengan gratis. Terdapat beberapa situs web
yang dapat diakses oleh masyarat untuk menikmati layanan film berlangganan
tersebut. Salah satu contoh situs web yang memberikan layanan film dengan sistem

berlangganan adalah Netflix.

Netflix merupakan sebuah layanan yang didirikan oleh Marc Randolph dan
Reed Hastings. Netflix mengawali bisnisnya dengan mengirimkan DVD Amerika
melalui pos dan kemudian pada tahun 2007 Netflix memperluas bisnisnya dengan
streaming pada tahun 2007. Semenjak 7 Januari 2016, tayangan netflix merambah ke
130 negara termasuk Indonesia. Netflix merupakan sebuah layanan berbayar yang
memberikan pelanggannya akses untuk menonton film maupun serial tv melalui
internet terhadap Televisi, Komputer, dan media lain (“Netflix ready devices”) yang
terkoneksi dengan internet’. Netflix bisa diibaratkan sebagai toko penyewaan DVD,

tetapi menawarkan film digital di dunia maya.

Netflix memberikan pelanggannya layanan gratis untuk percobaan pada bulan
pertama pemakaian Netflix*. Biaya langganan yang diterapkan oleh Netflix-pun
relatif murah, yaitu mulai dari Rp 109.000 hinggal Rp 169.000°. Dengan membayar
biaya langganan tersebut setiap bulannya, barulah setiap bulannya pelanggan bisa

menonton film dan serial televisi yang tersedia di koleksi Netflix kini.

Selain membayar biaya langganan yang diterapkan, syarat lainnya yang harus
dimiliki oleh pelanggan netflix untuk menikmati layanan ini adalah mempunyai
koneksi internet yang tersambung ke media seperti televisi, laptop, smartphone, tablet

yang ingin digunakan untuk menonton film atau serial televisi yang hendak ditonton®.

Beberapa contoh kelebihan dari berlangganan Netflix selain harganya yang

cukup terjangkau adalah Netflix memiliki konten netflix yang cukup lengkap, dapat

3 https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=en&docType=termsofuse Diakses pada tanggal 22
April 2016 pukul 14.31 WIB.

* http://www klikmania.net/cara-daftar-netflix/ Diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 11.51 WIB
S1d.

bid


https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=en&docType=termsofuse
http://www.klikmania.net/cara-daftar-netflix/

dinikmati dimana saja dan kapan saja tanpa terikat jam tayang, terdapat juga fitur-fitur

yang memanjakan pengguna’.

Namun Netflix-pun memiliki beberapa hal yang dapat dianggap sebagai
kekurangan yaitu seperti pembayaran yang harus menggunakan kartu kredit, dan
harus memiliki kualitas internet yang cukup cepat dan stabil agar dapat menonton

film dengan kualitas video yang stabil®.

Kelebihan dan kekurangan Netflix tersebut merupakan sesuatu hal yang perlu
dipertimbangkan bagi para calon konsumen Netflix, seperti contohnya adalah
pembayaran yang harus menggunakan kartu kredit sedangkan tidak semua orang
memilikinya. Selain itu juga kawasan dengan internet yang cukup cepat dan stabil pun
merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dikarenakan jika kualitas internet
yang dimiliki tidak memadai, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas video

Netflix dan kenyamanan pelanggan untuk menikmati layanan Netflix.

Kehadiran Netflix di Indonesia tidak berjalan dengan mulus walau mungkin
terdapat kelebihan yang menguntungkan bagi para pelanggan. Baru berjalan sebentar
di Indonesia, Netflix menjadi bahan yang menuai pro kontra’. Berdasarkan pasal 57
Undang Undang No 33 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap film yang akan
diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda Iulus sensor.
Sedangkan setiap film yang terdapat pada Netflix tidak ada yang memperoleh surat
tanda lulus sensor padahal film-film tersebut dapat dinikmati di Indonesia'®. Peraturan
itu dipertegas untuk diterapkan dengan pendapat Dody Budiatman selaku wakil
Lembaga Sensor Film (selanjutkan akan disebut LSF) terhadap Netflix adalah bahwa
sesuai dengan amanat Undang-Undang maka semua film yang akan ditayangkan di

Indonesia dan harus mempunyai surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film!!.

Upaya penyensoran dianggap penting dikarenakan sejumlah film dari Netflix
yang hendak ditayangkan di Indonesia sudah pernah ditolak oleh LSF'?. LSF juga

menolak kembali disaat stasiun televisi swasta hendak menayangkan pemutaran film

7 http://www.keypoo.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-layanan-netflix-yang-harus-diketahui/
Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB

8 1d.

? http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160113_indonesia_sensor netflix_lsf
Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 13.29 WIB

1074,

.

21d.
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buatan Netflix tersebut'®. Hal tersebut menimbulkan kebingungan, apakah hukum di
Indonesia menjamin kepastian hukum dalam rangka mengatur sensor terhadap

layanan film berlangganan melalui internet di Indonesia.

Eksistensi Netflix maupun upaya penyensoran memunculkan reaksi dari
perusahaan Telkom maupun netizen. Reaksi oleh perusahaan Telkom yang
merupakan penyedia layanan dan jarigan telekomunikasi tersebesar di Indonesia
adalah memblokir layanan Netflix'*. Alasannya dari Telkom Group dalam
pemblokiran Netflix adalah bahwa Netflix belum memenuhi regulasi di Indonesia,
seperti masih memuat konten yang berbau pornografi'®. Penjelasan yang diberikan
menurut Direktur Utama, Alex Janangkih Sinaga, alasan pemblokiran Netflix oleh
Telkom mengacu pada UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57 yang
menyatakan bahwa “Setiap film dan iklan film yang akan diedarkandan/atau
dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.” maka dalam rangka
melindungi konsumen dari konten film yang blm disensor oleh lembaga yang
berwenang maka Telkom proaktif untuk memblokir Netflix'¢. Arif Prabowo selaku
wakil presiden mengatakan Telkom Group akan terus memblokir Netflix sampai ia

mematuhi peraturan'’.

Selain reaksi dari perusahaan Telkom, Netflix juga menimbulkan reaksi dari
banyak Netizen. Netizen yang menyayangkan apabila pemblokiran Netflix benar-
benar dilakukan di Indonesia. Donny BU selaku Exective Director ICT Watch yang
merupakan salah satu pegiat internet juga menyayangkan langkah beberapa pihak
tersebut'®. Ia juga tidak sepakat dengan beberapa rencana yang muncul dari beberapa
pihak mengenai pemblokiran layanan Netflix'?. Selain itu banyak Netizen lain yang

melakukan protes atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak masyarakat

BId.

14
http://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/20040007/Netflix.Diblokir.Telkom.Menkominfo.Beberkan.
Regulasi?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd Diakses pada tanggal 22 April
2016 pukul 16.46 WIB

51d.

16 http://inet.detik.com/read/2016/01/27/153620/3128563/317/dirut-telkom-beberkan-alasan-utama-
blokir-netflix Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.38 WIB

17 http://www.voaindonesia.com/content/netflix-di-asia/3297929.html Diakses pada tanggal 23 Mei
2016 pukul 16.56 WIB

8 http://www.trentekno.com/25452/25452/ Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.29 WIB

Y.
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telematika (Mastel) dan beberapa pihak lain yang menyatakan akan melakukan

pemblokiran pada layanan video Streaming ini®’.

Seorang sineas di Indonesia berpendapat secara vokal menentang penyensoran.
Selain proses sensor terhadap film digital sulit dilakukan, menurutnya, sensor tak lagi
relevan untuk diaplikasikan®!. Ia juga mengatakan bahwa penyensoran sudah sangat
tidak relevan dan menganggu bentuk film itu sendiri serta ada kebebasan berpendapat
yang diganggu juga®’. Selain itu seorang karyawan Fajar Putra menyatakan bahwa
namanya sensor itu tidak penting, tidak masuk akal aja dan tidak bagus untuk karya

seni apapun?®’.

Maka dari itu dari sekian banyak reaksi yang dapat dilihat, Sensor film pada
layanan Netflix banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dimana terdapat
masyarakat ataupun netizen yang setuju dengan keadaan layanan Netflix kini namun
disisi lain bahkan menimbulkan reaksi hingga diblokirnya layanan Netflix oleh salah

satu perusahaan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi.

Ismail Cawidu selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo menyarakan
tiga kajian yang dapat menjadi opsi sementara menyoal kehadiran Netflix?*. Pertama,
Netflix harus ada izin sebagai penyelenggara konten provider dengan syarat harus jadi
Badan Usaha Tetap (BUT) atau menjalin kerjasama dengan operator>. Kedua, Netflix
cukup mendapat izin menteri’®. Ketiga, Netflix harus mendaftar sebagai
penyelenggara sistem elektronik dengan ketentuan konten yang dimuat di dalamnya
harus memenuhi aturan UU ITE?’. Namun Ia pun menegaskan bahwa tiga hal tersebut

merupakan kajian sementara yang belum final?®.

Netflix di negara lain pun tidak berjalan dengan lancar. Tidak hanya Telkom di

Indonesia melainkan terdapat negara lain juga yang melakukan pemblokiran akses
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untuk menikmati jasa layanan Netflix*

. Salah satunya adalah Vietnam yang
memblokir akses untuk menikmati jasa layanan Netflix karena berdasarkan hukum
yang berlaku di Vietnam, Netflix dianggap sebagai layanan televisi berbayar dan
harus memiliki izin karena jika tidak akan dianggap melakukan pelanggaran terhadap
hukum yang berlaku di Vietnam?’. Setelah itu juga konten film yang terdapat pada
Netflix di Vietnam harus sah berdasarkan hukum hak cipta disaat konten harus
disesuaikan dan disetujui oleh pihak yang berwajib di Vietnam dalam menangani
kasus ini demi menjaga kebudayaan dan nilai yang dianut®'. Selain Vietnam, terdapat
negara lainnya seperti Singapura dan [talia yang pernah memblokir Netflix hingga

Netflix mematuhi regulasi yang berlaku di dua negara tersebut™?.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat terlihat bahwa Netflix menuai banyak
penolakan juga dari beberapa negara dan tidak lain juga di Indonesia karena tidak
sesuainya Netflix dengan peraturan yang ada dan / atau memang belum ada
pengaturan yang secara kongkrit mengatur tentang teknologi baru ini. Sehingga

praktek Netflix ditakutkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Tidak dapat dilupakan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia
yang harus diberikan dan dihormati oleh Negara karena sebenarnya berdasarkan pasal
28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mecari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jangan sampai hasil dari
penyensoran film juga membuat masyarakat merasa haknya untuk memperoleh

informasi tersebut diambil.

Salah satu fungsi negara adalah fungsi pengawasan?®. Terdapat beberapa macam
fungsi pengawasan seperti pengawasan langsung dan tidak langsung, preventif dan
represif, intern dan ekstern. Pada dasarnya pengawasan dimaksudkan untuk

menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
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dicapai. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan akan membuat rencana

dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Terlihat dari fakta-fakta yang ada di atas, negara belum menjalani fungsinya
sebagai pengawas dengan secharusnya. Memang benar terdapat lembaga ataupun
kebijakan seperti LSF yang dimaksudkan untuk menangani penyensoran di Indonesia
dan kebijakan dari perusahaan Telkom untuk menaati peraturan yang kemudian juga
disetujui tindakannya oleh kementrian komunikasi dan informatika. Namun belum
dapat dipastikan apakah lembaga dan perusahaan tersebut memiliki wewenang atau

tidak untuk melakukan penyensoran maupun pemblokiran terhadap Netflix.

Negara masih dianggap belum maksimal dalam melakukan fungsinya sebagai
pengawas. Hal ini dapat terlihat bahwa negara belum membuat pengaturan tentang
sensor film yang terdapat pada layanan film berlangganan melalui media internet,
perangaturan terhadap siapakah lembaga yang berwenang dalam melakukan
penyensoran dan bertanggung jawab terhadap penyensoran tersebut, dan hal lainnya
yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara yang memiliki fungsi sebagai
pengawas ini. Negara sebenarnya mempunyai andil yang sangat besar dan harus

mengambil tindakan untuk menjaga nilai-nilai yang dianut di Indonesia

Netflix tidak melalui proses sensor yang diharuskan oleh Pasal 57 Undang —
Undang Tahun 2009 Tentang Perfilman®. Netflix tidak melalui proses sensor oleh
LSF dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang
Lembaga Sensor Film bertugas untuk menyensor film sebelum film tersebut sebelum
ditayangkan atau disiarkan ke masyarakat sedangkan film yang berada di Netflix
sudah langsung ditayangkan dan langsung berada di internet dengan jumlah yang
banyak. Selain itu belum jelas pengaturan terhadap lembaga atau tata cara yang tepat
untuk melakukan penyensoran film yang berada di Netflix. Dikarenakan film-film
tersebut belum disensor maka dari itu dapat dimungkinkan terdapatnya isi konten
yang dianggap mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian Netflix tidak dapat dikenakan UU Penyiaran dikarenakan yang

dimaksud dengan penyiaran adalah jika penyiaran diselenggarakan dalam sistem

34 http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160113135214-185-104006/belum-berizin-haruskah-
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penyiaran nasional melalui spektrum frekuensi radio, sedangkan Netflix adalah
layanan berbayar melalui internet. Selain itu juga UU ITE tidak mengatur secara
lengkap teknis untuk penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media

internet seperti Netflix ini.

Dari melihat berbagai permasalahan yang terjadi inilah, maka penulis tertarik
untuk mengkaji topik tersebut dan melakukan penelitian ilmiah dalam sebuah skripsi
dengan judul “FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA
PENYENSORAN TERHADAP LAYANAN FILM BERLANGGANAN
MELALUI MEDIA INTERNET”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa
permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan tentang eksistensi Netflix di Indonesia?

2. Bagaimana fungsi negara sebagai pengawas dikaitkan terhadap upaya

penyensoran layanan film berlangganan dan keberadaan Netflix?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut

1. Menganalisis apakah fungsi negara sebagai pengawas sudah berjalan sesuai
dengan kebutuhan negara dan masyarakat seiring dengan berkembangnya

teknologi dan masuknya Netflix di Indonesia.

2. Menganalisis apakah Netflix sesuai dengan nilai dan peraturan-peraturan
yang berlaku di Indonesia dan seperti apa seharusnya pengaturan terhadap

penyensoran film yang berada di Netflix secara ideal.



1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum,
sistematik hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal*, perbandingan hukum
serta sejarah hukum. Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan data
yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk,
dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat

waktu dan tempat?®

. Penulis memilih metode ini sebagai metode yang tepat untuk
digunakan karena penulis ingin meneliti bagaimana eksistensi Netflix dan fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait terhadap sensor film dengan

secara tidak langsung turun ke lapangan.

Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder yang mencakup :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, dan konvensi yang isinya memiliki kekuatan hukum

mengikat. Adapaun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang — Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

3. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

4. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film

7. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, dan hasil karya
dari kalangan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer seperti buku-buku yang berkaitan, jurnal, makalah seminar, berita,

35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (2001),
hal 14.
36 Id, hlm 37.



artikel, baik dari media cetak maupun media online yang terkait untuk

dijadikan acuan untuk penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder®’.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
cara melakukan studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan
pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas®®. Dalam penelitian
ini berarti bahan pustaka yang berkaitan dengan eksistensi Netflix dan fungsi

pengawas oleh negara terkait dengan upaya penyensoran.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu
dari data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Alasan penulis
memilih metode analisis adalah karena penulis meneliti dengan sifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis.

1.5 Sistematika Penelitian
BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dan
menjelaskan mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI PENGAWASAN OLEH
NEGARA

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai fungsi negara, pengawasan
yang dilakukan oleh negara terhadap upaya penyensoran atau pemblokiran

terhadap layanan film berlangganan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NETFLIX

37 Id, him 52.
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Ul Press, Jakarta 1986.
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Pada bab ini akan menguraikan tentang dasar-dasar, teori, dan pengertian
tentang film, layanan penyedia film berlangganan, aturan yang berlaku di

Indonesia, dan Netflix.

BAB IV FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA SENSOR
BAGI LAYANAN FILM BERLANGGANAN MELALUI MEDIA
INTERNET

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana seharusnya masalah terhadap
upaya penyensoran di Indonesia terhadap layanan film berlangganan melalui
internet diselesaikan. Sehingga bab ini akan menganalisis peraturan-peraturan,

teori, doktrin, opini yang dianggap dapat memberikan solusi.
BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan rangkaian kesimpulan dari tiap-tiap bab dan akan
memberikan pendapat para ahli tentang penyelesaian masalah fungsi negara
terhadap upaya penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media

internet.
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